BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan:

1.

Bahwa pencrapan prinsip ketepatan waktu dan transparansi dalam
pelayanan publik di Kantor Kelurahan Keparakan menunjukkan hasil
yang baik. Hal ini tercermin melalui penggunaan teknologi digital
seperti Jogja Smart Service (JSS), penerapan prosedur operasional
standar (SOP), serta ketersediaan saluran komunikasi layanan yang
memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan
mempercepat penyelesaian administrasi.

Kelurahan Keparakan telah menerapkan aplikasi Jogja Smart Service
(JSS) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), masih ada masalah
untuk memastikan standar ketepatan waktu dan transparansi pelayanan
publik. Hambatan seperti ketergantungan pada RT/RW, kurangnya
literasi  digital masyarakat, kekurangan tenaga kerja, dan
ketergantungan proses pada kehadiran Lurah dan Sekretaris
menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

membutuhkan lebih dari regulasi dan teknologi.

. Kelurahan Keparakan telah melakukan beberapa hal untuk

meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih jelas.

Penggunaan ponsel layanan, pelatihan staf lintas fungsi, dan penguatan
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sumber daya manusia, hal ini merupakan upaya dari pihak

Kelurahan Keparakan.

B. Saran

1.

Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, diharapkan untuk menambah
jumlah sumber daya manusia di Kantor Kelurahan Keparakan agar
pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan tidak bergantung pada
individu tertentu. Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi
memadai akan membantu kelancaran proses pelayanan administrasi
secara tepat waktu dan transparan.

Kantor Kelurahan Keparakan sebaiknya terus melakukan pengembangan
dalam pelayanan, khususnya dengan meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap teknologi digital melalui kegiatan sosialisasi atau
pelatihan dasar mengenai penggunaan aplikasi JSS, terutama bagi
masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi tersebut.

Kepada petugas kelurahan, penting untuk meningkatkan kemampuan
dalam menjalankan berbagai tugas melalui pelatihan internal, agar dapat
saling menggantikan bila diperlukan, sehingga pelayanan tetap dapat
berlangsung dengan baik.

Kepada masyarakat Kelurahan Keparakan, diharapkan dapat lebih aktif
dalam mengakses dan mencari informasi pelayanan, baik melalui media
digital maupun dengan berinteraksi langsung bersama petugas kelurahan,
sebagai bentuk partisipasi dalam menciptakan pelayanan publik yang

lebih efektif dan transparan.
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